
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peran bagian keuangan bagi suatu pemerintah daerah  sangat lah penting guna mengatur 

segala urusan keuangan yang menyangkut tentang pemerintahan daerah tersebut. Serta bagian  

keuangan mempunyai tugas penting yaitu melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan 

pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan anggaran, akuntansi, perbendaharaan 

untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Pegawai pemerintah bagian 

keuangan dapat membantu dalam menyediakan informasi yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan yang berupa informasi keuangan maupun informasi non-keuangan. 

 

Pada pegawai pemerintah bagian keuangan kab. Lampung Timur mendapat besaran 

tambahan penghasilan kepada pengelola keuangan daerah ditetapkan berjenjang berdasarkan 

tingkatan kelas jabatan, nilai jabatan, nilai indeks, dan koefisien (PERBUP NO 05 TH 2018, 

n.d.). “Bapak Tri Wibowo menerangkan, bahwasannya hal ini menjadi perebutan para 

pegawai yang dekat dengan para atasan seperti halnya bupati untuk mendapatkan posisi 

sebagai sub. bagian keuangan, dan hal tersebut masih berlanjut hingga sekarang (komunikasi 

pribadi, 26 November 2021).” Sehingga mengakibatkan beberapa masalah diantaranya 

mutasi pegawai dan perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Seiring dengan 

adanya mutasi baik yang keluar maupun yang masuk mengakibatkan harus adanya 

pembelajaran bagi pegawai yang baru masuk. Serta peningkatan SDM dapat dilakukan 

dengan cara sosialisai atau diklat seiring perubahan peraturan perundang-undangan terkait 

dengan pengelolaan keuangan daerah. 

 

Era reformasi ditandai dengan berakhirnya orde baru sebagai dampak ketidak puasan dari 

masyarakat pada pemerintah yang sering melakukan penyelewengan atau tindakan yang tidak 

terarahnya perilaku pemerintah pada tujuan yang telah dicanangkan. Salah satu imbasnya 

yaitu tuntutan perubahan terhadap sistem manajemen keuangan pemerintah yang di kenal 

dengan konsep New Public Manajement (NPM). Konsep ini mempertimbangkan Value For 

Money (VFM) yang memuat nilai 3E berupa ekonomis (hemat cermat), efesien (berdaya 

guna), dan efektif (berhasil guna). Hal tersebut adalah perinsip untuk tercapainya kinerja 

pemerintah sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. (Mufarrohah, dkk., 2013) 
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Dilansir dari laman tpid.lampungtimurkab.go.id , Rabu (17/05/2017), “Laju inflasi year on 

year (maret 2016 - maret 2017) kabupaten lampung timur sebesar 2,07%. Deflasi pada bulan 

maret 2017 ini disebabkan turunnya Indeks Harga Konsumen (IHK) pada beberapa kelompok 

pengeluaran. Penurunan indeks tertinggi pada kelompok bahan makanan sebesar -1,91%. 

Diikuti dengan penurunan indeks pada kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bahar 

sebesar -0,22%. Sedangkan untuk kelompok komoditi makanan jadi, minuman, rokok dan 

tembakau; sedangkan ransportasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami kenaikan indeks 

harga konsumen masing-masing sebesar 0,77%; 1,03%; dan 0,38%.”  

 

Dilansir dari laman  tpid.lampungtimurkab.go.id , Jum’at (21/02/2018) “Selama tahun 2017 

laju inflasi yang terjadi pada kab. Lampung Timur secara umum mencapai 2,83%. Hal ini 

menunjukkan bahwa inflasi tahun 2017 masih berada pada kategori inflasi ringan. Kenaikan 

inflasi ini lebih didorong oleh kenaikan indeks pada kelompok makanan jadi, minuman, 

rokok dan tembakau sebesar 5,09% persen; diikuti kelompok perumahan sebesar 3,01%; 

kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 2,07%; kelompok pendidikan, rekreasi dan 

olahraga sebesar 1,82%; kelompok sandang 0,67%; kelompok kesehatan sebesar -1,43%.” 

 

Dilansir dari laman tpid.lampungtimurkab.go.id , (20/03/2018) ”Pada awal tahun 2018 

kabupaten lampung timur mengalami inflasi sebesar 0,51% karena adanya kenaikan Indeks 

Harga Konsumen (IHK) dari 127,32 pada bulan Desember 2017 menjadi 127,97 pada januari 

2018 dan mengalami kenaikan kembali menjadi 128,25 pada februari 2018. Empat kelompok 

pengeluaran yang memberikan andil dalam pembentukan inflasi di kab. Lampung Timur 

yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,54%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok 

dan tembakau sebesar 0,14%; kelompok kesehatan 0,01%; kelompok perumahan 

memberikan andil terhadap pembentukan deflasi sebesar 0,02%; kelompok transportasi, 

komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04%; dan kelompok sandang sebesar 0,01%. Pada 

bulan januari 2018 berdasarkan perhitungan inflasi year on year sebesar 2,85% dan pada 

bulan februari 2018 berdasarkan perhitungan inflasi year on year sebesar 2,58%.” 

 

Dengan adanya inflasi pada kab. Lampung Timur yang berdampak terhadap perekonomian, 

sehingga dapat menyebabkan daya beli masyarakat melemah bahkan bagi pekerja yang tidak 

memperoleh kenaikan gaji atau upah. Serta dampak inflasi pada masyarakat dapat dirasakan 

secara positif dan negatif, terutama dari segi pendapatan. Misalnya jika terjadi inflasi lunak, 

justru akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan 
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perekonomian. Namun inflasi akan berdampk buruk bagi mereka yang berpenghasilan tetap 

karena nilai uangnya tetap, sedangkan harga barang dan jasa meningkat. Akan tetapi 

pemerintah memiliki peran untuk dapat mengatasi hal tersebut dengan cara membuka pasar 

murah untuk menstabilkan perekonomian.  

 

Dan dengan adanya deflasi pada kab. Lampung Timur yang membawa dampak buruk bagi 

perseorangan maupun lingkungan diantaranya memicu PHK yang membuat angka 

pengangguran meningkat, menurunnya Upah Minimum Regional (UMR), menurunnya 

investasi dan harga saham, dan menurunnya jumlah orang yang membayar pajak. Namun 

deflasi pula dapat berdampak baik bagi masyarakat, masyarakat mendapat harga barang yang 

murah, serta menimbulkan kesadaran menabung untuk memenuhi kebutuhan. Dengan hal 

tersebut pemerintah dapat menerapkan kebijakan politik diskonto yang dimana kebijakan ini 

menurunkan suku bungan bank sehingga masyarakat tertarik untuk mengambil uang 

tabungannya, serta pemerintah dapat menurunkan tarif pajak. 

 

Akibat adanya inflasi dan deflasi pada tahun 2016 hingga tahun 2018 mengakibatkan target 

realisasi anggaran pada Inspektorat Jenderal sebagai berikut: 

Tabel 1. 1 Realisasi Anggaran Pada Inspektorat Jenderal 

Tahun Target Realisasi Presentasi 

2016 4.355.750.200 4.116.183.939 94,5% 

2017 4.231.251.021 3.977.375.960 94% 

2018 4.722.012.002 4.533.411.402 95% 

Sumber: Bagian Program Inspektorat Kab. Lampung Timur  

 

 Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tahun 2016 hingga 2018 target realisasi anggaran pada 

inspektorat jenderal kab. Lampung Timur belum terserap dengan sempurna, pada tahun 2017 

mengalami penurunan dari realisasi terhadap target yang telah ditetapkan. Hal ini perlu 

diperbaiki agar kedepannya inspektorat jenderal dapat lebih meningkatkan kinerjanya dan 

realisasi anggaran yang telah ditetapkan dapat dimaksimalkan penggunaannya. 

 

Pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari inspektorat, bukan hanya membutuhkan 

program kerja yang baik dan sesuai dengan visi misi organisasi, namun membutuhkan 

sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan tujuan kinerja pegawai, serta 
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membutuhkan pemimpin yang dapat meningkatkan kinerja para pegawainya dengan cara 

memotivasi para pegawainya. 

 

Berdasarkan fenomena dan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti topik mengenai 

kinerja pegawai. Penelitian ini merujuk pada replikasi Evi Wahyuni yang berjudul “Pengaruh 

Budaya Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan 

Organisasi Sektor Publik Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus 

Pada Pegawai Pemerintah Kota Tasikmalaya)”, perbedaan penelitian ini dengan replikasi 

sebelumnya merupakan penambahan varibel independen berupa komitmen organisasi 

dikarenakan setiap organisasi perlu adanya rasa memiliki untuk meningkatkan kinerja 

seorang pegawai, serta pergantian objek penelitian pada inspektorat jenderal kab. Lampung 

Timur. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi, 

Gaya Kepemimpinan, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Dengan 

Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pegawai Bagian 

Keuangan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur).” 

 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini merupakan hubungan antara budayaorganisasi, gaya 

kepemimpinan, dan komitmen organisasi sebagai variabel bebas (independent variable) 

terhadap kinerja pegawai sebagai variabel terikat (dependent variable) dengan motivasi kerja 

sebagai variabel invening (intervening variable). Mengingat akan pentingnya pemimpin 

dalam suatu pemerintahan untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka pemilihan budaya 

organisasi, gaya kepemimpinan, dan komitmen organisasi sebgai variabel penelitian tidak 

hanya membutuhkan seorang pemimpin yang administratif dan keterlibatan oraganisasi, 

namun motivasi kerja juga diperlukan. Sehingga membutuhkan seorang pegawai yang dapat 

berkontribusi dengan baik dan sesuai prosedur. Pemerintahan yang diteliti disini yaitu 

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, berlokasi pada Komplek Perkantoran Pemerintah 

Daerah, Sukadana Ilir, Sukadana, Lampung Timur, Lampung (34194), waktu penelitian akan 

dilaksanakan pada bulan januari 2022 hingga selesai. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap motivasi kerja? 
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2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap motivasi kerja? 

3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap motivasi kerja? 

4. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai? 

5. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai? 

6. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai? 

7. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai? 

8. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai melalui motivasi 

kerja? 

9. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai melalui motivasi 

kerja? 

10. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai melalui motivasi 

kerja? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada 

pegawai bagian keuangan inspektorat pemerintah kab. Lampung Timur. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai 

pada pegawai bagian keuangan inspektorat pemerintah kab. Lampung Timur. 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai 

pada pegawai bagian keuangan inspektorat pemerintah kab. Lampung Timur. 

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi kerja pada 

pegawai bagian keuangan inspektorat pemerintah kab. Lampung Timur. 

5. Untuk menguji secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja pada 

pegawai bagian keuangan inspektorat pemerintah kab. Lampung Timur. 

6. Untuk menguji secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap motivasi kerja pada 

pegawai bagian keuangan inspektorat pemerintah kab. Lampung Timur. 

7. Untuk menguji secara empiris pengaruh motivasi kerja terhadap motivasi kerja pada 

pegawai bagian keuangan inspektorat pemerintah kab. Lampung Timur. 

8. Untuk menguji secara empiris pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai 

melalui motivasi kerja pada pegawai bagian keuangan inspektorat pemerintah kab. 

Lampung Timur. 
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9. Untuk menguji secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai 

melalui motivasi kerja pada pegawai bagian keuangan inspektorat pemerintah kab. 

Lampung Timur. 

10. Untuk menguji secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja 

pegawai melalui motivasi kerja pada pegawai bagian keuangan inspektorat pemerintah 

kab. Lampung Timur. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan memperoleh hasil penelitian sebagai 

berikut: 

a. Bagi Inspektorat Dan Pegawai Pemerintahan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan tidak hanya sebagai data namun untuk 

dapat dipahami variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja pegawai, serta sebagai bahan 

kajian untuk mengevaluasi kinerja pegawai pemerintah bagian keuangan serta instansi 

pemerintah daerah dalampengambilan keputusan. 

b. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti untuk 

mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja pegawai pemerintah bagian 

keuangan. 

 

c. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk menumbuhkan 

pengetahuan tentang pengaruh budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan komitmen 

organisasi terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja. 

 

d. Bagi Masyarakat Sekitar 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait budaya organisasi, 

gaya kepemimpnan, dan komitmen organisasi kepada pegawai pemerintah bagian keuangan 

melalui motivasi kerja. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab diantaranya sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 
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Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sisematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan teori-teori penguat yang digunakan pada penelitian ini, kerangka 

konseptual, dan bangunan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan ruang lingkup pada penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis 

dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian, definisi operasional 

variabel, alat penelitian, dan metode analisis data. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum subjek penelitian, karakteristik responden, 

analisis data penelitian dan pembahasan. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


